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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sampailah pada kesimpulan terakhir

yang merupakan pokok dari tesis ini :

1.

Penyelesaian sengketa di luar peradilan (non litigasi) yang diselesaikan oleh
lembaga arbitrase didasarkan pada perjanjian, baik perjanjian tersebut
ditegaskan sebagai klausula arbitrase bersamaan dengan perjanjian
pokokpactum de compromittendo, maupun sebagai perjanjian terpisahakta
kompromis. Selama ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih berlaku
tanpa ada adendum maupun reduksi dalam bentuk perubahan, juga tidak
terdapat expsional dalam bentuk lex spesialis. Oleh karenanya penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah secara lex spesialis ditentukan oleh isi perjanjian
klausula ~arbitrase mengenai badan ataupun orang yang akan
menyelesaikannya. Secara hukum, masih terbuka lebar berbagai kemungkinan
mengenai lembaga arbitrase yang mana yang akan menyelesaikan sengketa
ekonomi syari’ah, baik yang berlatar belakang syari’ah maupun yang tidak.

Berdasarkan petunjuk Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah dan berbagai perjanjian
akad transaksi keuangan syari’ah, penyelesaian sengketa secara non litigasi
dalam perkara ekonomi Syari’ah dilakukan oleh Badan Arbitrase Syari’ah
Nasional (BASYARNAS). Ketentuan ini dengan sendirinya akan
mengenyampingkan badan arbitrase lain yang tidak mempunyai prinsip
syari’ah. Kenyataan ini merupakan pengejawantahan dari asas hukum lex
specialis derogate legi generalis, meskipun Undang-Undang Nomor 30 tahun
1999 memberikan kewenangan terhadap lembaga arbitrase untuk

menyelesaikan sengketa secara non litigasi, tetapi perjanjian (sebagai sumber
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hukum) telah memilih BASYARNAS sebagai badan arbitrase yang
menyelesaikan sengketa jika terjadi di kemudian hari.

Pada dasarnya, Basyarnas tidak menjadi badan yang memonopoli arbitrase
syari’ah. Secara hukum, masih dimungkinkan munculnya arbitrase-arbitrase
lainnya yang didirikan atas dasar prinsip syari’ah. Arbitrase dengan prinsip
syari’ah mempunyai kelebihan dengan yang tidak mempunyai prinsip syari’ah
karena arbitrase ini masih terbuka untuk memeriksa sengketa dalam sengketa

bisnis konvensional.

Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya inkonsistensi dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yang dilakukan oleh lembaga arbitrase
syari’ah. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi terdapat
konsistensi hukum mulai dapat penerimaan dan pemeriksaan perkara hingga
penyelesaian putusan pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Agama. Hal ini tidak
ditemukan dalam proses non litigasi, meskipun sengketa ekonomi syari’ah
dilakukan olen BASYARNAS yakni arbitrase dengan berlatar belakang syari’ah,
namun penyelesaian putusan BASYARNAS harus dilakukan oleh Pengadilan
Negeri. Secara struktural Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan untuk
menangani sengketa bisnis syari’ah, sehingga tidak terjadi inkonsisteni jika
kemudian Pengadilan Negeri harus mengeksekusi putusan BASYARNAS yang

nota bene adalah perkara bisnis syari’ah.
B. Saran

Beberapa hal yang dapat diajukan sebagai saran dari hasil tesis ini adalah

sebagai berikut :

1. Kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin eksekusi BASYARNAS
hendaklah memahami terlebih dahulu hukum Islam, khususnya yang
berkenaan dengan sengketa yang akan dieksekusi, sebelum proses eksekusi

berlangsung.
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2. Untuk menjaga konsistensi hukum dalam bidang sengketa ekonomi syari,
maka kepada pimpinan DPR sebagai legislatif, ataupun Presiden dan juga para
pelaku bisnis, untuk segera mendorong lahirnya Undang-Undang tentang
Arbitrase Syari’ah. Dengan hadirnya undang-undang arbitrase syari’ah akan
menghapuskan dualisme badan peradilan yang menyelesaikan eksekusi
sengketa bisnis syari’ah antara peradilan agama yang berwenang
mengeksekusi putusan sengketa bisnis syari’’ah dan peradilan umum yang

berwenang mengeksekusi putusan arbitrase bisnis syari’ah.
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